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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab-Bab

sebelumnya, maka pada akhirnya akan disampaikan kesimpulan terhadap masalah

yang telah dikemukakan yaitu:

1.1 Bagaimana kondisi sekarang (ius constitutum/ lege lata} dan kondisi masa
depan (ius constituendum/ lege ferenda) pola penyelesaian sengketa
konsumen secara perdata melalui pengadilan di Indonesia;

1.2. Bagaimana kondisi sekarang (ius contitutum/lege lata) pola penyelesaian
sengketa konsumen secara perdata melalui BPSK berdasarkan Keputusan
Menperindag. No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang BPSK, dan bagaimana kondisi masa depan (ius constituendum /
lege ferenda) pola penyelesaian sengketa konsumen secara perdata melalui

BPSK sesuai dengan tujuan dan harapan UUPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui
pengadilan secara umum didasarkan pada HIR sebagai hukum acara perdata yang
berlaku untuk proses di Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura, dan RBg untuk luar
Jawa dan Madura, di samping beberapa undang-undang yang secara khusus telah
mengaturnya, misalnya UU Kepailitan, UU tentang Paten, UU tentang Desain
industri, UU tentang Merek. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

secara umum diatur dalam U No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
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Penyelesaian Sengketa, di samping beberapa undang-undang yang secara khusus
telah mengatur tentang cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadiian oleh BPSK, telah diatur dalam
Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebenarnya bukan
merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia karena cara ini sudah
mengakar dan membudaya bagi masyarakat Indonesia, yang selalu mendasarkan

pada prinsip musyawarah untuk mufakat.

Kedua cara penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi maupun non litigasi
dengan pola yang digunakan saat ini, akan disimpulkan di bawah ini dan bagaimana
usulan pola penyelesaian sengketa konsumen untuk masa yang akan datang, yang

sesuai dengan harapan UUPK.

Penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi diajukan melalui pengadilan negeri
dengan menggunakan dasar hukum acara perdata yang diatur dalam HIR untuk
daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dalam
pengajuan gugatan, HIR menganut asas Acfor Sequitur Forum Rei, artinya
pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum
tempat tinggal tergugat. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan
diajukan melalui Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Apabila tempat
tinggal atau tempat kediaman tergugat tidak diketahui, gugat diajukan meialui
Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal penggugat. Gugatan dapat
diajukan secara lisan atau teriulis yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang berwenang. Apabila gugatan diajukan secara lisan, Ketua Pengadilan
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Negeri akan menunjuk hakim untuk menerima dan mencatat gugatan tersebut.
Gugatan akan diregister oleh panitera dan kepada para pihak akan dilakukan
pemanggilan secara resmi untuk bersidang pada hari yang telah ditentukan. Apabila
penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak mengirim wakil, padahat
sudah ada pemanggilan secara patut, maka gugatan akan digugurkan dan
penggugat boleh mengajukan gugatannya kembali setelah membayar biaya perkara.
Apabila tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak mengirim wakil
ataupun jawaban, padahal sudah ada pemanggilan secara patut, maka akan
dijatuhkan putusan perstek. Apabila kedua belah pihak hadir, hakim akan
mendamaikan mereka, yang apabila berhasil, akan dibuat putusan perdamaian.
Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak
dapat diajukan upaya hukum lagi. Sebaliknya apabila usaha perdamaian gagal,
maka hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap substansi masalah, dengan
memberikan kesempatan pada tergugat untuk mengajukan jawaban. Jawaban ini
dapat berisi eksepsi (tangkisan), jawaban terhadap pokok perkara atau gugat
balasan. Terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk
mengajukan replik dan terhadap replik yang diajukan penggugat, tergugat diberi

kesempatan uniuk mengajukan duplik.

Proses berikutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti dari penggugat atau tergugat,
yang dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan akhir. B&rdasarkan pemeriksaan

bukti-bukti tersebut, hakim akan memberikan putusan.

Pola penyelesaian sengketa di pengadilan ini,secara teoritik telah menggunakan
mixed system antara inqusitorial system yang memang merupakan ciri dari civif faw

system dan adversary sistem yang merupakan ciri dari common law system. Hal ini
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nampak dari pola pemeriksaan gugatan di mana hakim aktif untuk membantu para
pthak yang mencari keadilan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, menyelidiki dan
menilai alat bukti, member nasehat kepada para pihak serta menunjukkan upaya
hukum, yang merupakan ciri inguisitorial  sistern, sekaligus juga memberi
kesempatan pada pengacara para pihak untuk saling berdebat untuk
memperiahankan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya, yang merupakan ciri

dari adversary sistern.

Untuk penyusunan gugatan, HIR tidak mengaturnya sehingga belum ada pola yang
tetap sebagai pedoman. Hal ini daiam praktek menimbulkan kesulitan. Mahkamah
Agung melalui putusannya, ada dua pendapat. Pertama, putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa kurang sempurnanya atau adanya kekeliruan dalam menyusun
gugatan, tidak menyebabkan tidak diterimanya gugatan, asal saja dapat dimengerti
apa sebenarnya tuntutan penggugat terhadap tergugat. Kedua, putusan pengadilan
yang menyatakan bahwa kurang sempurnanya atau adanya kekeliruan dalam

menyusun gugatan akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Penyusunan peristiwa yang menjadi dasar gugatan didasarkan pada dua teori yaitu:
1. Substantierings theorie, yang menyatakan bahwa, peristiwa yang menjadi dasar

gugatan harus dimulai dari sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum,

misalnya untuk mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik, maka harus

diuraikan bagaimana ia menjadi pemilik.
2. Individualiserings theorie, yang menyatakan bahwa, uraian peristiwa yang
menjadi dasar gugatan cukup difunjukkan dengan adanya hubungan hukum

tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya.
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Teori yang kedua lebih praktis untuk digunakan tanpa mengurangi kepastian hukum

dan kejelasan dalam penyusunan posita.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dengan pola seperti diuraikan

di atas, pada umumnya akan memakan waktu satu tahun, kadang-kadang bisa lebih

lama, apalagi, apabila salah satu pihak atau para pihaknya mengajukan upaya

hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, sehingga perkara tidak dapat lagi
diprediksi, tidak saja mengenai putusannya tetapi juga mengenai waktu yang
dibutuhkan untuk menunggu keluarnya putusan. Pola seperti ini menurut penulis
kurang cocok untuk pola penyelesaian sengketa konsumen yang diharapkan dapat
selesai dalam waktu yang cepat, dengan proses yang sederhana dan biaya yang
murah tanpa mengabaikan rasa keadilan.

:

Karena itu, dengan pola penyelesaian sengketa di pengadilan seperti yang dianut

saat ini, penulis mengusulkan pola penyelesaian sengketa konsumen melalui

pengadilan sebagai berikut:

1. Dengan pola mediation connected court, artinya untuk penyelesaian sengketa-
sengketa konsumen yang diajukan melalui pengadilan negeri, akan ditangani
oleh hakim-hakim khusus, yang akan mengarahkan para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan mediasi. Apabila
mediasi berhasil, akan dibuat peranjian perdamaian yang dikuatkan dengan
putusan hakim dan gugatan dicabut. Putusan perdamaian ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum

apapun. Apabila mediasi gagal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan

366



gugatan yang juga akan ditangabni oleh hakim-hakim khusus yang mempunyai
keahlian di bidang hukum perlindungan konsumen.

Dengan membentuk pengadilan kecil yaitu pengadilan yang berwenang untuk
menangani dan mengadili gugatan-gugatan dengan nilai maksimal Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Gugatan yang masuk pada pengadiian
kecil, akan diperiksa dengan prosedur acara yang sederhana, tidak terlalu
menekankan pada formalitas seperti halnya proses di pengadilan negeri saat ini.
Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan kecil sifatnya final dan mengikat
kecuali ada pelanggaran undang-undang, maka dapat diajukan banding pada
Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat terakhir untuk putusan-putusan
pengadilan kecil.

Dengan membentuk kamar-kamar khusus di pengadilan negeri, seperti kamar
perkara niaga, kamar perkara anak, kamar perkara konsumen, dengan
mempersiapkan hakim-hakim yang mempunyai keahlian di bidang masing-
masing sehingga putusannya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan

seoptimal mungkin bagi para pencari keadilan,

Hasii penelitian mengenai pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
melalui BPSK adalah sebagai berikut:
Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan Keputusan
Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dapat dilakukan dengan tiga cara
sebagai suatu allernatif yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Keputusan
Menperindag tersebut tidak memberikan batasan yang tegas tentang perbedaan tiga
cara tersebut dan tidak memberi ukuran yang jelas tentang perbedaan peran antara
konsiliator, mediator dan arbiter. Hanya disebutkan bahwa konsiliator sifatnya pasif

sedangkan mediator aktif, namun apa ukuran pasif dan aktif tidak jelas.
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Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase bukan
proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Ketentuan ini tidak sesuai dengan
prinsip yang dianut dalam UU No. 30 Tahun 1999 fentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, yaitu bahwa penyelesaian sengketa secara APS justru
dilfakukan secara berjenjang, artinya apabila para pihak telah memilih cara konsiliasi
untuk menyelesaikan sengketanya, namun tidak berhasil, maka dapat menunjuk

lembaga mediasi atau arbitrase.

Menurut Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, apabila
penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi dan mediasi,
maka majelis konsiliator dan mediator nya sudah ditentukan oleh Ketua BPSK,
sedangkan apabila penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara

arbitrase, maka para pihak harus memilih arbiternya.

Hasil dari penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi, mediasi atau
arbitrase adalah putusan BPSK dan terhadap putusan ini dapat diajukan keberatan
oleh salah satu pihak atau para pihak kepada Pengadilan Negeri. Untuk

pelaksanaan putusan BPSK, harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dengan pola yang sekarang berlaku adalah:

1. Apabila tidak ada kesepakatan di antara para pihak untuk memilih arbiter,
apakah masalah ini harus diajukan ke pengadilan {ebih dahulu untuk
menetapkan siapa yang menjadi arbiter atau Ketua BPSK mempunyai

wewenang untuk memutuskan masalah tersebut?
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2. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak setuju terhadap putusan BPSK,

maka dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri.

Adanya upaya keberatan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, memberi
kesan bahwa BPSK adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa inside the
court, padahal dalam Pasal 45 Ayat 2 jis Pasal 49, 52 UUPK dan Pasal 2 Keputusan
Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 secara tegas disebutkan bahwa BPSK
berfungst untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar

pengadilan, artinya sebagai ADR outside the court.

Di samping kesulitan-kesulitan yang dikemukakan di atas, ditemukan keganjitan-
keganjilan dengan pola yang sekarang berlaku, yaitu dalam ha! penyelesaian
sengketa konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi dan mediasi yang pada
dasarnya adalah hasil kesepakatan para pihak, yang dikuatkan dengan putusan
BPSK, namun dapat diajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini
sebenarnya merupakan pengingkaran terhadap hasil kesepakatan para pihak

sendiri.

Pelaksanaan Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dalam praktek,
juga bervariasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya ditemukan
dalam putusan BPSK, yang melakukan penyelesaian sengketa dengan cara
konsiliasi, mediasi dan arbitrase secara berjenjang atau penyelesaian sengketa
konsumen dengan arbitrase, namun arbiternya telah ditetapkan oleh Ketua BPSK,
tanpa memberikan kesempatan kepada para pihaknya untuk memilih arbiter.
Pemahaman para pelaksana hukum yang tidak seragam terhadap Keputusan

Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ini, mengakibatkan munculnya preseden
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buruk dan juga akan merusak citra BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian

sengketa yang relatif masih baru.

Dengan memperhatikan kesulitan-kesuilitan dan keganjilan-keganjilan di atas, maka
penulis mengusulkan pola penyelesaian sengketa konsumen yang sesuai dengan
harapan UUPK, yang tentu saja dengan memperhatikan budaya masyarakat
Indonesia, adalah dengan pola Mediation-Arbitration (Med-arb) . Dengan pola ini,
maka apabila ada sengketa konsumen, para pihak dapat membuat kesepakatan
untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara litigasi atau non litigasi. Apabila para
pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya secara non litigasi yaitu
melalui BPSK, maka sengketa tersebut akan diusahakan untuk diselesaikan secara
mediasi. Apabila upaya mediasi berhasil, akan dibuat perjanjian perdamaian yang
dikuatkan dengan putusan BPSK. Apabila upaya mediasi tidak berhasil, maka
sengketa akan diselesaikan dengan arbitrase. Putusan BPSK sebagai hasil mediasi
ataupun arbitrase sifatnya final dan mengikat, langsung dapat dilaksanakan tanpa
permohonan fiat eksekusi melalui pengadilan negeri. Karena sifathya final dan

mengikat, maka terhadap putusan BPSK tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Agar Pola penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK seperti diusulkan di atas

dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapan UUPK, maka:

1. Penyelesaian sengketa konsumen di tuar pengadilan harus dipandang setara
dengan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, karena itu lembaga
yang satu tidak tergantung dari lembaga yang lain. Lembaga yang telah dipilih
oleh para pihak untuk menyelesakan sengketa, harus dapat menyelesaikan
sengketa dengan tuntas sehingga sekalipun putusannya adalah menang-kalah,

namun dapat diterima oleh para pihak. Dengan kesetaraan ini, berarti ada
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pengakuan terhadap hasil atau putusan dari lembaga penyelesaian sengketa di
luar pengaditan.

2. Harus ada itikad baik dan kejujuran para pihak yang akan menyelesaikan
sengketa di luar pengaditan, sehingga apapun putusan lembaga tersebut, akan

dilaksanakan dengan sukarela, tanpa paksaan.

2. Saran
Kehadiran dan keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat, paling tidak sebagai katup
penekan atau pressure valve atas terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, juga
sebagai the fast resort, yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan
keadilan, sehingga pengaditan benar-benar dapat diandalkan sebagai badan yang
berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (fo enforce the truth and fo
enforce justice). Untuk menjalankan peran tersebut, maka dituntut peran hakim yang
sangat istimewa sehingga putusan pengadilan dapat diibaratkan sebagai the
Judgement was that of God, seperti masyarakat Yunani menyebut putusan

pengadilan dengan Judicium Die (his decision, Judicium Die).

Kritik terhadap peradilan, bukan saja secara khusus di Indonesia, tetapi telah
menjadi kritik yang mendunia, bahwa hancumya perekonomian nasional disebabkan
~ karena mahalnya biaya peradilan, seperti dikatakan oleh Tony Mc Adams dalam Law

Business and Society, that litigation cost may be doing damage fo nation’s economy.

Beberapa kritik lain yang ditujukan pada peradilan adalah:
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1. Penyelesaian sengketa yang lambat, sehingga waste of time. Hal ini disebabkan
karena pola pemeriksaan sangat formalistik. Pola pemeriksaan yang sangat
formalistik, akan membuat putusan pengadilan jauh dari keadilan.

2. Biaya perkara yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat pada
umumnya. Seperti ungkapan mengatakan going to the law is losing a cow for the
sake of a cal (berperkara ke pengadilan adalah hilang seekor sapi untuk
mengurus seekor kucing).

3. Putusan hakim wunpredictable sehingga mengakibatkan wuncertainty (ketidak
pastian) penegakan hukum, Karena seringkali dijumpai putusan yang
bertentangan satu sama lain walaupun kasusnya sama. Padahal dalam
kehidupan negara hukum, seharusnya terbina kepastian penegakan hukum
sebagai jaminan atas penegakan asas equal treatment.

4. Putusan hakim kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, karena putusan
pengaditan tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-
pihak yang bersengketa, tetapi malahan menumbuhkan bibit dendam dan
permusuhan.

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis, terutama pada masa teknologi
informasi yang berkembang dengan pesat, semakin tajam kritkk yang ditujukan
pada para hakim, yang dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat
terbatas. Dengan kemampuan yang sangat terbaias ini, akan sulit untuk mampu

menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Kritik-kritik tersebut hendaknya patut mendapat perhatian dari para hakim untuk
dapat meningkatnya kinerjanya sehingga proses peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan dapat menjadi kenyataan yang dapat diraih oleh para pencari

keadilan.



Pola penyelesaian sengketa dengan dasar musyawarah dan mufakat yang felah
membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia hendaknya menjadi perhatian
para penyusun peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan

masalah dalam prakiek.

HIR yang berlaku sekarang, pada prinsipnya dapat tetap diberlakukan dengan
melakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di
masyarakat, Peraturan tentang pembuktian, disesuaikan dengan perkembangan
teknologi informasi, di samping itu hakim diberi kewenangan yang luas untuk

menggali dan menilai alat bukti, termasuk dengan bantuan saksi ahli.

Untuk mengatasi kesulitan dalam beracara di pengadilan, maka hendaknya hukum

acara perdata tidak terlalu menekankan pada formalitas,

Untuk penelitian lebih lanjut, perlu dianalisis tentang penyelesaian sengketa secara
perdata yang didasarkan pada batas nilai suatu perkara untuk menentukan

kewenangan suatu pengadilan tertentu dan sebagai syarat untuk mengajukan

upaya hukum.
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